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Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK. 278/AJ. 206/DRJD /2016

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN KENDARAAN
TAKSI JABODETABEK PELAYANAN DARI DAN KE
BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KM 15 Tahun 1998 tentang Pengoperasian Pelayanan Jasa
Angkutan Orang di Jalan Dari Bandar Udara Internasional
Jakarta Soekarno-Hatta, Direktur Jenderal menetapkan
jumlah perusahaan dan kendaraan angkutan taksi yang
dapat mengangkut penumpang dari dan ke Bandar Udara
Internasional Soekarno-Hatta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Perhubungan Darat tentang Penetapan Kebutuhan
Kendaraan Taksi Jabodetabek Pelayanan Dari Dan Ke
Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta;

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5594);

3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1998
tentang Pengoperasian Pelayanan Jasa Angkutan Orang di
Jalan Dari Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-
Hatta;

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003
tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan
Kendaraan Umum;



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN KENDARAAN
TAKSI JABODETABEK PELAYANAN DARI DAN KE BANDAR
UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA.

Menetapkan kebutuhan kendaraan Taksi Jabodetabek
untuk pelayanan taksi reguler dan taksi eksekutif dari dan
ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak
5.947 (Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh) unit
kendaraan.

Pemenuhan terhadap kebutuhan kendaraan  taksi
sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA,
diberikan kepada perusahaan taksi yang memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. perusahaan taksi berdomisili di wilayah Jabodetabek dan
diprioritaskan kepada operator taksi yang memiliki pool
(fasilitas pengendapan) di sekitar wilayah Bandar Udara
Soekarno-Hatta;

b. operator taksi sebagai pelaksana angkutan harus
berbadan hukum dan merupakan perusahaan yang telah
melayani angkutan taksi di wilayah domisili perusahaan
taksi tersebut;

c. memiliki kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis
dan laik jalan serta memiliki armada taksi paling sedikit
sebanyak 100 (seratus) unit kendaraan;

d. umur kendaraan paling lama 3 (tiga) tahun untuk taksi
reguler dan paling lama 5 (lima) tahun untuk taksi
eksekutif, dihitung dari Surat Tanda Nomor Kendaraan
(STNK) pertama kali diterbitkan;

e. kendaraan yang dioperasikan wajib menggunakan
argometer sebagai alat penghitung tarif/ongkos angkutan
dengan besaran biaya mengikuti tarif yang berlaku dan
dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran.

Perusahaan taksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dapat diberikan Izin
Penyelenggaraan Angkutan Taksi Dari dan Ke Bandar Udara
Internasional Soekarno-Hatta.

Perusahaan taksi yang mendapat izin penyelenggaraan
sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA wajib
memasang stiker sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Direktur Jenderal ini.



KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Apabila perusahaan taksi tidak memasang stiker
sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT,
pemberian alokasi kuota dicabut.

Direktorat = Jenderal Perhubungan Darat  bersama
Penyelenggara Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta
melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan perusahaan
taksi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA secara:

a. berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

b. secara insidentil.

Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam

DIKTUM KEENAM ditemukan pelanggaran, diberikan sanksi

berupa:

a. peringatan; dan/atau

b. pencabutan izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Dari
dan ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

Sanksi berupa pemberian peringatan sebagaimana
dimaksud dalam DIKTUM KETUJUH huruf a, diberikan
terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran, berupa:

a. masuk ke pool (tempat pengendapan) tidak mengambil
karcis atau kartu antrian;

b. masuk ke lokasi titik muat tidak membawa karcis atau
kartu antrian;

c. tidak mengembalikan karcis atau kartu antrian saat
membawa penumpang keluar dari titik muat;

menaikkan penumpang dari luar lokasi titik muat;
e. melakukan perbuatan sebagai berikut:
1. tidak mengenakan kartu tanda pengenal pengemudi,
2. tidak memakai seragam perusahaan;
3. berperilaku tidak sopan;
4

.tidak mengembalikan barang penumpang yang
tertinggal di dalam kendaraan;

. tidak menyerahkan uang kembalian;

o U1

. melakukan tawar-menawar tarif dengan calon

penumpang;

7. melakukan teror terhadap penumpang selama dalam
perjalanan dengan cara mengemudikan kendaraan
ugal-ugalan dan/atau berputar putar mencari jalan
jarak jauh;

8. menolak penumpang jarak dekat;

9. melakukan perubahan terhadap ketentuan identitas
kendaraan;

10.tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan

kendaraan yang dioperasikan;

11. memaksa pengenaan sistem borongan;






